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LEATARS

BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 12 TAHUN 2016

TENTANG

TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

. bahwa agar pelaksanaan tugas dan tanggungjawab

pimpinan dan anggota DPRD dapat berjalan dengan
baik dan lancar perlu ditunjang dengan fasilitas
tempat tinggal yang dekat dengan Kantor DPRD;

. bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang

sampai saat ini belum dapat menyediakan fasilitas
perumahan untuk pimpinan dan anggota DPRD yang
representative dan dapat menunjang kelancaran
pelaksanaan tugas dan tanggungjawab DPRD;

. bahwa Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2015

tentang Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Sumedang, sudah tidak sesuai lagi dengan
rasionalitas standar harga sewa rumah setempat yang
berlaku sehingga perlu diganti;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Tunjangan
Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang;

. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968
tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan
Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah  Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);



Menetapkan

2. Undang-Undang  Nomor

Pemerintahnn  Daeran) 23 Tahun 2014 tentang
mh (Lembaran Negara pr‘“”‘hk.

Indonesin - Tahun  Doa N }
Lembaran Negarn Republik '\m;u 244, Tamhahan
achngaimann telah dinhal ;‘""‘qum Nomaor OR7)
dengan Undang Undang Nomog ()"; n‘l':\ kal A terakhir
Permbahnan Kedun Mur‘a stk "l| u'u\ )H\\ vientang,
Tahun 2014 tentang "vmt‘mn‘\h’s’:n ln)' “l\‘q HWerqae 41
Negarn Republik Indonesin T‘“h“ r)\(';'\:!h (lrmh.qr';n\
Tambahan  Lembaran  Negara F:‘ AWK Rnwims H3.
Soiimy BHT0) s epublik  Indonesia
Peraturan Pemerinta e
Kedudukan i‘rmnknl'rjrN(?r:?\ml\'jx:n::}fl\‘r‘\np‘)””l" e
) _ g impinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembara
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 erymnrmrfu’;‘
Tambahan  Lembaran  Negara  Nomor 441 ﬁ).'
scbagaimana telah diubah beberapa kali tvmkhi}
dengan Peraturan Pemerintah Republik .lndoneqm
Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga »ﬂns
Peraturan Pemerintah Republik [ndonesia Nomor '24
Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4712); k
Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3
Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2012 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten
Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang

Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN
PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN

SUMEDANG.

BAB1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Sumedang. .
ah adalah kepala daerah sebagail

Pemerintah Daer
Pemerintahan Daerah yang

unsur penyelenggaréd :
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangan daerah otonom.



Bupati adalah Bupati Sumedang.
Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah
disingkat DPRD adalah lembag,
daerah Kabupaten Sumedang
sebagai unsur penyeleng
5. Pimpinan DPRD

Pimpinan adalah K
Kabupaten Sumeda;

yang selanjutnya
a perwakilan rakyat
yang berkedudukan
gara Pemerintahan Daerah.
yang  selanjutnya disingkat
ctua dan Wakil Ketua DPRD

g,

6.  Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan
kcanggolaannya sebagai anggota DPRD Kabupaten
Sumedang dan telah mengucapkan sumpah / janji
berdasarkan  ketentuan Peraturan Perundang-
undangan;

7.

Tunjangan Perumahan adalah tunjangan yang
diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRD
berupa uang sewa rumah yang besarnya

disesuaikan dengan standar harga setempat yang
berlaku.

BAB I
ASAS

Pasal 2

Pemberian Tunjangan Perumahan dﬂakukan dengan
memperhatikan asas kepatutan, kewajaran an
rasionalitas serta standar harga setempat yang berlaku.

BAB III
TUNJANGAN
Pasal 3

i dimaksud
Tunjangan Perumahan sebagaimana
. dalr;Jm %asal 2, diberikan dalm bentuk uang da;ll
dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tangg
pengucapan sumpah/janji.

i Pimpi dan
Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan
2 Eﬁ;agf)?: DPRJD sibagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan sebagai berikut :

a. Ketua DPRD sebesar Rp. 10.000.088,88
b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 9.500.800,00
c. Anggota DPRD sebesar Rp. 8.700.000,
BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan
Bupati Sumedang Nomor §1 .Tal?un 2014 tentantg
Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan An%go
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang
(Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor
51 ) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



r

Pasal 5

P.craturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Sumedang.

Dltetapkan di Sumedang
atanggal 9 Juni 2016

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 9 Juni 2016

KRETARIS DAERAH
BUDA EN SUMEDANG,

AERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2016 NOMOR 12




